
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALI.AH YANC MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEMAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a

b bahwa .berdasarkan- pertimbangan sebagaimana dimaksud
o,arcrm nurul a _perlu menetapkan peraturan Bupati AcehUtara tentang Pellanggungiawaban pelaksanaan'Anggaran
Pendapatan- dan Belanja liabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg rentans
P-enyelenggglaan. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi]
Kolusr.dan Nepotisme sebag?irna1s telah diubah beberapa i<a-literal<hlr dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun- 2019
le+tang_Perubahan Kedua. atas -Undang-Undang Nomor 30
Tahun -2002 tentang Komisi pemberant-as"" fifia*- na"oa
Korupsi_ (Lpqb*en Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

-l.Jndang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentane Keuansan
N egara sebagaim-ana telah diubah beberapa kZIi teralihir
9,91C"" . Unclang-Undang _Nomor. 7 Tahun- 2O2I tentangHarmonrsasi Peraturan.Perpajakan (Lembaran NegardRepyblik Indonesia Tahun'2b2r Nomoi Z+0, famtfian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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3. Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaqn NegaIe sebaga,imana telah diubah beberapl
kali terakhir dengan Undang-gn6sr-rg Nomor 7 Tahun 202 1
tentang Earmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negqra_ Republik Indonesia Tahrin- 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)i

4. Undang-Undang-Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
dan Tangqung Jawab Keuangan Negara (l,em-baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoi 66, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran" Negara
Republik Indonesia T-allun 2004 Nomoi 104, Tambajran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah 

- -sebagaipana telah diubah beberapE kaji terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahui 2023 tentane
Penetapal Peraturan Pemerintah pengganti Undans-UndanE
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta k6ria meniadi"Undansl
Vndang (l,embaran Negara Repubtik Indonesia-Tahun 2Ot3
Nomor 41, Tambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtans Hubunsan
Keuangal antara Pemerintah Pusat dan pemeri"ntah Dae?afr
(l-embaran -Neggra Repr-rbiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6757)j

9. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6930);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepali
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0
Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 terrtang pelaporan
Keualqan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran tGgara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor Z4 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun
2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
s340);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak
Keuargan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20lg tentans Standar
felayan-an_ -M_i_nimal 

(Lembaran Negara Republik i"ao"e"l,
Tahun 2O18 Nomor 2^,. Tambahan Ljmbaran Neg"r" niprLlit
Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1g tentans
ledonlal Pen5,rr.sunan Tata Tertib Dewan perwakilan R"b;;i
Daerah Proponsi, Kabupaten dan Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIg tentans
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nesara neJuUtifIndonesia Tahun 2019 Nomor' 42, Tambah"an G-'U"i""
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporandan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan'-D;;ri
(Lembaran Negara Repubtik-Indonesia Tahun 2019 No;;-Sr:'l.ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)i

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3T Tahun 2023 tentanp
Pelgelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Nesara R;;;bliPIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahi" -G*-U"irii
Negara Republik Indonesia Nomor 6gg3);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g tentang pengadaan
F_1.11g1.J":u, Pemerinrah (r gmbaran f'regari R;'p"bti[
lndonesra Tahun 20-18 Nomor 33) sebagaimaia telah diubahdengan Peraturan Presiden Nom6r 12 "Tahun 2021 tentansPerubahan atas peraturan presiden ttomoi rO-iatril-iolEtentang_ Pengadaan Barang/Jas,a pemerintah lGmUaranNegara Republik Indonesia TaJiun 2021 Nomor 63): '

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan gerb"sis
Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
991q"" Peraturan Menteri Dalam Neg-eri Nomor 90 iah;;2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas-i, dan No*."iJ;fi;
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik IndonEsia Tahun 2019 Ndmor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZZ Tah:un 2O2O
_tgntfng Pedoman Tekhnis pengeloiaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia"Tah,rn zoib-r,{o-ili rleijl'

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2022tentang Pedoman penyr-rsunan- 
-Alggaran eenaapaian -aan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2T
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2OOg tentans

P_o ko k - po kok ^ pen gelola xeu J gan 
--D 

;.r"ri T,J* u1"rii il##Kabupaten Aceh Utara tahun 2i008 N;;; ise); ---
26 

-q:T^y_53!:!1!.I A".h Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentangr,enanggungaw-aban Anggaral pendapatan BelaniiKabupaten- Aceh Utara_Tfrun nnggaran 'iOiS tl-."rbid;Daerah Kabupaten Aceh Utara "tanuiioz4 womor it --**'
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27. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentans.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Kabupatefi
Aceh Utara Tahun Anggaran -2022 (Bet'tta Kablrpaten T'ahun
2022 Nomor 31);

28. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentans
P-enjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan BelaniiKabupaten Aceh Utara Tahun Anesdran 2023 tBeriia
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 ttom?r 261;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asii Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang

Sah
Jumlah Pendapatan ........

2. Belanja
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Baralg dan Jasa
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi ...

b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Pera-latan

Mesin
3) Belanja Modal Gedung &

Bangunan
4) Belanja Modal Jalan,

Irigasi & Jaringan

5) Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
Jumlah Belanja Modal .....

2s3.108.539. s47 ,96
2.292.672.367.574,O0

7.134. 0 00
2.545.798.O4r.401,96

673.954.000,00

75.015.232. i59,00

76.059.073.855,00

136.136.643.400,00

2.277.20s.o40.00
2.277 .205.040,O0

3.O79.953.328,00

736.L69.733.488,00
739.249.6a6.816,00

2.5s3.106.841.333.87
l.!,!,\,;i., l

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

c. Beianja Tak Terduga Rp.
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp.

3. Transfer
a. Transfer Bagr Hasil Rp.

Pendapatan
b. Transfer Bantuan Keuangan Rp.

Jumlah Transfer
Jumlah Bela4ja dan

Rp.
RB,

868.127.337.180,00
505.408.788.2s6,87

691.200.000,00
87.801.808.508,00
45.704.509.069.00

1.507 .727 .643.013,87

15.967.403.050.00
303.852.306.464,OO
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Transfer
Surplus / (Defisit) Rp. (7.3O8.799.9s 1,91)

Rp.
Rp.
Rp.

114.972.844.647,76
0,00

7t4.912.844.647,76

Rp. l-O7,6Ct-O44lL:.85

Ringkasan Laporal Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I perituran Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam pinjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 3 tercantum dalam Lampiran II peiaturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4
merupakan bagian yang tida,k terpisahkan dari peraturan Bupati
tnl.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan
P_eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam- Beita Daeiah
Kabupaten Aceh Utaia.

Ditetapkan di Lhoksukon

Pasal 2

pada tanggal 23 stus
Shafar L446H

UTARA,

q.

2024 M

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal

7 Shafar 1446 H

DAERAH
EH UTARA,

ALBAR

*

P
o

P

UT

BERITA DAE KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2C/24 NO}/rOR ,ry

4. Pembiayaaa
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)

23 Aeustus 2024 M


